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JAKARTA - Nasib hak angket
atas Komisi Pemberantasan

. Korupsi (KPK) yang digulirkan

sejumlah anggota DPR akan
ditentukanhariini.
Wakil Ketua DPR Agus

Hermanto menyampaikan ke-
_lanjutan pembentukan panitia

khusus (pansus) hak’angket
tersebut akan ditentukan
melalui rapat Badan Musya-
warah (Bamus) seusai sidang
paripurna.

Dalam Bamus akan ditentu-
kan bagaimana kelanjutan hak
angket mengingat hingga saat
ini belum ada satu pun fraksi
yang mengirimkan nama ang-
gotanya untuk duduk di pansus.
“Sampaihariinibelumadafraksi
menyampaikan susunananggo-
ta pansus angket. Belum ada
yang masuk anggota dari ke-
panitiaan angket sehingga me-
mang besok paripurna pembu-
kaan, setelah itu mungkin
sorenyarapatBamus,”kataAgus
Hermanto di Gedung DPR,
Jakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, apabila
dalamrapatBamusadaanggota
atau fraksi yang mengirimkan
nama anggotanya, barulah bisa
dibentuk kepanitiaan angket.
"Kalau belum ada tentu kita

tidakbisa,” ujarnya.

Untuk Fraksi Partai Demo-
krat, Agus menegaskan bahwa
dari awal tidak menyetujuiusul
pembentukan hak angket.

Diketahui, DPR dalam si-
dang paripurna pada Jumat
(28/4) menyetujui usulan pem-
bentukanhakangketataspelak-
sanaan tugas KPKyang diatur
dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 30/2002 tentang KPK.

Pembentukan hak angket
dipicu keengganan KPK-me-
nuruti permintaan Komisi I1T
DPR dalam rapat dengar pen-
dapat (RDP) untuk membuka
rekaman pemeriksaan Miryam
S_Haryani yangdisebutkan
diancam oleh sejumlah anggota
DPR jika membongkar kasus
korupsiKTPelektronik (e-KTP).
Namun setelah diputuskan da-
lam paripurna yang dipimpin
Wakil Ketua DPR Fahri Ham-
zah, gelombang penolakan dari
DPR malah terus menguat.

Fraksi-fraksi di DPR secara
tegas menyatakan sikapnya un-
tuk tidak mendukung pemben-
tukan hak angket KPK dan ber-

-janji tidak akan mengirim ang-

gotanya jika pansus tetap
dipaksakan. Mereka adalah
Fraksi Partai Gerindra, Fraksi

Partai Demokrat, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), Frak-
si Partai Amanat Nasional
(PAN), Fraksi Partai Kebangkit-
anBangsa (PKB).

Sementara itu Fraksi Partai
Gerindra berubah sikap soal hak
angket atas KPK ini. Fraksi ini
memutuskan akan mengirim-
kan perwakilannya ke pansus.
Tujuannyauntukmengawalagar
angket itu tidak berujung pada
pelemahan KPK. Gerindra ber-
alasan, dengan masuk atau tidak
masuk ke pansus, pembentukan
pansus itu tetap bisa dilakukan.
Tidak ada aturan bahwa sebuah
pansus angket harus terdiri atas
seluruh perwakilan fraksi di
DPR. "Begini, setelah dikaji dan
disepakati bersama, ternyata
pansus bisa jalan terus tanpa
fraksiharuslengkap,’kata Ketua
DPP Partai Gerindra Sodik
Mudjahidkemarin.

Denganbegitu,menurutdia,
suatukerugianjikaFraksiPartai
Gerindra tidak mengirimkan
utusan untuk masuk ke pansus
tersebut. ”Tapi Gerindra tetap
konsistenmenolakhakangket,”
papar Wakil Ketua Komisi VIII
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